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WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 422 TAHUN 2019

TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Padang, perlu dilakukan perhitungan kemampuan
keuangan daerah;

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 3 tanggal 2 Oktober
2019 tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota
Padang Tahun 2020, telah ditetapkan Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Padang Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahu 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2017 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2020 termasuk
dalam kategori Tinggi dengan perhitungan sebagai berikut :
No URAIAN Realisasi 2018 (Rp)
I | Pendapatan Umum Daerah
Pendapatan Asli Daerah Rp 487.937.882.411,61
Dana Alokasi Umum Rp 1.100.370.559.000,00
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Rp 64.300.799.442,00
Jumlah Rp 1.652.609.240.853,61
II | BELANJA PNS

Gaji pokok PNSD Rp 404.379.825.975,00
Tunjangan Keluarga Rp 37.198.712.013,00
Tunjangan Jabatan Rp 10.413.485.124,00
Tunjangan Fungsional Rp 26.638.144.000,00
Tunjangan Fungsional Umum Rp 5.903.645.000,00
Tunjangan Beras Rp 22.604.454.600,00
Tunjangan PPh Rp 223.967.678,00
Pembulatan Gaji Rp 5.543.766,00
Iuran BPJS Kesehatan Rp 13.278.562.828,00
luran Jaminan  Kecelakaan a5

Kerja dan Jaminan Kematian P 4 HAI4TT05, N
Tunjangan Profesi Guru Rp 170.747.316.440,00
Tambahan Penghasilan Guru Rp 1.578.000.000,00
Tambahan Penghasilan Rp 121.982.479.480,00
Jumlah Rp  819.697.684.607,00
PUD - Belanja PNS Rp  832.911.556.246,61

- KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 No?em‘oer 2019

OTA PADANG,

Tembusan keputusan ini disampaikan kepaddYith :
1. Ketua DPRD Kota Padang

2. Inspektur Kota Padang

3. Arsip



